WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR[? TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3)

Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan nama-
nama peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kota Sawahlunto Tahun 2023;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Nama-Nama Peserta
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota
Sawahlunto Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

\



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35387),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan  Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5731);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

15.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

16.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 98);

17.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun
2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota
Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2017 Nomor 12);

18.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Kota Sawahlunto;

20. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Nama-Nama Peserta Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Jika ada perubahan nama-nama Peserta Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun
2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU,
akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data
Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi
Penduduk Bukan Pekerja Penerima Upah dan Bukan
Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota
Sawahlunto (JAMKESKO)

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat  kekeliruan akan  dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.

2
3.
4

Ketua DPRD Kota Sawahlunto

. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok

. Kepala Unit Kerja terkait di Kota Sawahlunto



